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ABSTRAK 
 
 
 
Heni Uswatun Khasanah. 5116500090. Permasalahan yang selama ini 
terjadi adalah penilai seringkali tidak memiliki kemampuan, pengetahuan dan 
keahlian yang memadai untuk melakukan penilaian, serta tidak memiliki 
komitmen untuk melakukan penilaian yang terukur, obyektif, transparan dan 
berkesinambungan. 
Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data 
primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan 
perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Metode analisis data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis 
deskriptif yaitu dengan cara penelitian yang akan diperoleh dihubungkan satu 
dengan lainnya, disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga 
menjadi satu kesatuan yang utuh..   
Berdasarkan  hasil  penelitian adalah 1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 di BPKAD Kabupaten Tegal, sudah 
menerapkan sistem penilaian tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir.                      
2). Faktor-faktor yang menjadi penghambat penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
BPKAD Kabupaten Tegal, antara lain adanya sebagian kecil pegawai yang masih 
berpola pikir bahwa Sasaran Kerja Pegawai sama dengan DP3 dan hanya 
formalitas saja, adanya pegawai yang melakukan pengisian Sasaran Kerja 
Pegawai pada saat naik pangkat, karena sebagai syarat atas kenaikan pangkat. 
 
 
 
Kata Kunci :   Penilaian Prestasi, ASN 
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ABSTRACT 
 
 
Heni Uswatun Khasanah. 5116500090. The problem that has occurred is 
that appraisers often do not have sufficient ability, knowledge and expertise to 
conduct assessments, and do not have the commitment to carry out measurable, 
objective, transparent and continuous assessments. 
The approach used in writing this thesis is the normative-empirical legal 
approach that uses secondary data and primary data derived from books, or legal 
literature, laws and regulations, interviews and other materials. Data analysis 
method used in this research is to use descriptive analysis, that is, the way the 
research will be obtained is related to one another, adjusted to the subject matter 
studied so that it becomes a unified whole. 
Based on the results of the study are 1) The implementation of Government 
Regulation of the Republic of Indonesia Number 46 of 2011 in BPKAD of Tegal 
Regency, has implemented the assessment system in the last 3 (three) years. 2). 
Factors that hinder the assessment of BPKAD Employee Job Performance Tegal 
regency, among others, there are a small number of employees who still think that 
the Employee Work Target is the same as DP3 and only formality, there are 
employees who fill the Employee Job Target at the time of promotion, because as 
a condition for promotion. 
 
 
 
Keywords: Performance Assessment, ASN 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. Keberhasilan 
perusahaan sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya 
manusianya. Rendahnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi 
karena beban kerja yang tidak meletakkan kompetensi sebagai motto yang 
harus dianut oleh setiap pegawai, dan adanya masalah yang ditemui di 
instansi pemerintah seperti penyebaran pegawai yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan, etos kerja yang rendah dan kesejahteraan yang rendah 
danketatalaksanaan birokrasi di Indonesia yang dinilai sangat rumit dan 
belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP). 
Prasetyo menyebutkan ada dua permasalahan dalam kepegawaian yang 
bersifat internal yaitu sistem kepegawaian negara sedangkan persoalan 
eksternal adalah yang mempengaruhi fungsi dan profesionalisme 
kepegawaian negara. Untuk persoalan internal, bias dianalisis dengan melihat 
sub sistem yang membentuk kepegawaian negara, seperti rekruitmen, 
penggajian dan penghargaan, pengukuran kinerja, promosi jabatan dan 
pengawasan
1
 . 
                                                             
1 Prasetyo, Helmi. Jurnal Administrasi Publik, Desember 2012, Vol. 10, No.2, hal. 44 - 59 
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Manajemen ASN sangat diperlukan dalam hal ini karena manajemen 
ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang 
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun demikian, lahirnya 
UU No 5 Tahun 2014 tersebut belum mampu mewujudkan kinerja ASN yang 
berkualitas dan dapat bekerja secara profesional dalam memberikan 
pelayanan yang baik kepada publik.
2
 
Pada awalnya Penilaian Kinerja PNS di Indonesia dilaksanakan 
berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3). Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain 
pengangkatan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan 
dan pelatihan, serta pemberian penghargaan bagi pegawai yang bersangkutan. 
Unsur - unsur yang dinilai menurut PP No. 10 tahun 1979 adalah kesetiaan, 
prestasi kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan 
kepemimpinan. 
Permasalahan yang selama ini terjadi adalah penilai seringkali tidak 
memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang memadai untuk 
melakukan penilaian, serta tidak memiliki komitmen untuk melakukan 
penilaian yang terukur, obyektif, transparan dan berkesinambungan. Nilai-
nilai yang didokumentasikan dalam penilaian prestasi kerja adalah angka-
angka yang disepakati antara pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. 
                                                             
2 Mailis. ”Perofesionalitas PNS Pasca Berlakunya UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara.  Skripsi  UIN.  2015, hal 3 
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Kondisi yang paling patal atas penilian kinerja dengan menggunakan Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah penilaian sering dilakukan 
bagi seorang PNS ketika diperlukan untuk kepentingan syarat-syarat usul 
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi kerja, dan pendidikan dan 
pelatihan. Faktor kedekatan ataupun faktor ketidaksenangan antara pejabat 
penilai dan pegawai yang dinilai juga seringkali menjadi dasar penilaian. 
Nilai yang diberikan bisa saja terlampau tinggi karena faktor kedekatan dan 
hubungan yang sangat baik, ataupun sebaliknya nilai akan sangat rendah 
ketika ada masalah hubungan personal antara keduanya. 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menilai prestasi dan kinerja PNS 
dengan obyektif berdasar sasaran yang telah ditetapkan diawal penysunan 
SKP oleh masing-masing PNS. PP ini merupakan penyempurnaan dari PP 
Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS yang 
telah meninabobokkan PNS dalam subyektifitas penilaian selama 24 tahun, 
hal ini dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan 
kebutuhan hukum. Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan 2 unsur 
penilaian, yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. 
Sasaran Kerja Pegawai yang berisi rencana kerja berdasar tugas jabatan, 
angka kredit dan target kinerja nyata dan terukur dalam kurun waktu 
penilaian yang akan dicapai oleh seorang PNS mempunyai bobot nilai 60%. 
Sedangkan sebesar 40% merupakan nilai perilaku, sikap, atau tindakan yang 
dilakukan oleh seorang PNS. Dalam PP juga disebutkan, bahwa PNS yang 
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tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan tentang disiplin PNS. Adapun penilaian perilaku kerja 
meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, 
dan kepemimpinan. Khusus penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi 
PNS yang menduduki jabatan struktural. 
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik 
menekankan pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai atau 
tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan. Penilaian 
prestasi kerja PNS secara strategis diarahkan sebagai pengendalian perilaku 
kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati 
dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang PNS. Unsur perilaku kerja 
yang dievaluasi memang relevan dan secara signifikan berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap individu PNS yang 
dinilai. 
Sistem pengukuran kinerja mendasar yang menentukan apakah sistem 
penilaian kinerja akan berhasil atau gagal merujuk kepada lima hal yaitu 
relevansi, sensitivitas, realibilitas, akseptabilitas, dan praktis. Dengan 
demikian, setiap pegawai dapat menilai seberapa jauh kinerjanya telah 
menghasilkan prestasi yang diharapkan sesuai tujuan organisasi. Dalam 
penilaian kinerja individu PNS selain memperhatikan tugas pokok dan fungsi, 
juga melakukan penilaian terhadap tugas tambahan yang dibebankan kepada 
individu PNS yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penilaian 
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Prestasi Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKAD Kabupaten 
Tegal Sesuai PP No. 46 Tahun 2011”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara menurut PP No. 
46 Tahun 2011 ? 
2. Bagaimana penerapan penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara 
menurut PP No. 46 Tahun 2011 di BPKAD Kabupaten Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil 
Negara menurut PP No. 46 Tahun 2011. 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil 
Negara menurut PP No. 46 Tahun 2011 di BPKAD Kabupaten Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya menyangkut 
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permasalahan penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya 
dari hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat diperoleh suatu gambaran 
yang mendalam tentang penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara 
menurut PP No. 46 Tahun 2011 di BPKAD Kabupaten Tegal. 
2. Manfaat Praktis 
Ada tiga manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 
1. Pemerintah Kabupaten Tegal 
Penelitian ini diharapkan dapat menentukan/ merekomendasikan 
pengambilan kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka 
penempatan pagawai sesuai dengan kinerja ASN. 
2. Bagi Pihak BPKAD Kabupaten Tegal 
Memberikan masukan kepada BPKAD Kabupaten Tegal mengenai 
penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara menurut PP No. 46 
Tahun 2011. 
3. Aparatur Sipil Negara  
Bagi Aparatur Sipil Negara, agar menyadari peran tanggung jawab 
mengenai pentingnya profesionalisme serta penilaian prestasi kerja 
menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN 
 
E. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian  
Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan 
pendekatan normatif empiris.  Normatif terapan sendiri melakukan kajian 
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pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-
undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu 
yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data 
sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-
literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-
bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empris ini pada 
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif 
dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian 
hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum 
normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum 
tertentu dalam suatu masyarakat.
3
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 
yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data 
desktriptif analistis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan 
serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh
4
. Dalam jenis penelitian ini ditekankan pada kualitas 
data, sehingga dalam jenis penelitian ini penyusun diharuskan dapat 
menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang 
                                                             
3 Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,  
hlm.53 
4 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192. 
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memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan 
materi penelitian. 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian di lapangan yaitu dengan wawancara kepada informan yang 
dapat dijamin keaslian informasi yang diberikan, informan tersebut 
adalah salah satu pegawai bank yang menjadi target dalam penelitian 
ini. 
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. 
Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum 
bagi kreditur atas pemberian kredit tanpa jaminan, artikel-artikel terkait 
dengan penelitian yang akan dibahas, serta Undang-Undang yang sesuai 
dengan penelitian ini. 
c. Data tersier adalah bahan yang memberikan indormasi, penjelasan, 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar 
atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian 
ini. 
3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, 
dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan 
dengan perlindungan hukum bagi kreditur atas pemberian kredit tanpa 
jaminan yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan 
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mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok 
bahasan. 
b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan 
dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau 
wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau 
lebih berhadapan secara langsung. Biasanya komunikasi ini dilakukan 
dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat 
dilaksanakan melalui telpon.
5
 
Dalam proses ini ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 
berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer 
sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemeberi informan atau 
responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada salah satu pihak 
yang berkepntingan dalam penelitian ini. Perlu dipahami wawancara 
sendiri adalah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan 
kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya 
dengan tepat
6
. Penulis akan menggunakan jenis wawancara tak berstruktur 
atau bebas ataupun yang bisa disebut wawancara tak terpimpin. Jenis 
wawancara ini tidak perlu mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya 
dan hanya menghadapi suatu masalah secara umum
7
.  
                                                             
5 S. Nasution,  Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet. Ke-12, 
hlm. 113. 
6Ibid, hlm. 115 
7Ibid, hlm. 119 
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Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data 
sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis 
permasalahan yang diteliti. 
Pengolahan data penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 
terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup besar dan sesuai 
dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabika terjadi kesalahan 
dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar 
diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan 
dengan data yang diinginkan. 
b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data 
sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam 
menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam 
permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenenar-benarnya untuk 
penulisan ini. 
c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan 
menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat 
jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan, 
sehingga dalam memudahkan dalam pembahasannya. 
4. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan cara penelitian yang 
akan diperoleh dihubungkan satu dengan lainnya, disesuaikan dengan 
11 
 
 
pokok permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu kesatuan yang 
utuh. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk 
memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan in dibagi ke dalam 
enam bab dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika 
penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahaluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori 
yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain pengertian 
tentang aparatur sipil Negara, fungsi dan wewenang aparatur sipil negara, dan 
prestasi kerja sasaran kerja pegawai (SKP) dan lainnya yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
Bab III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan hasil 
penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil-hasil penelitian, serta 
pembahasan lainnya yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja Aparatur 
Sipil Negara menurut PP No. 46 Tahun 2011  
12 
 
 
Bab IV penutup, Bab terakhir ini adalah penutup. Dalam bab ini akan 
diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dirasakan 
perlu dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Pustaka 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Herwina pada tahun 2018 dengan 
judul Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
(ASN) (Studi di Kantor Disperindag Kota Medan). Hasil penelitiannya 
yaitu Ada beberapa hambatan seperti Pejabat Penilainya kurang objektif 
dalam menilai seperti adanya hallo effect, kurangnya objektivitas, terlalu 
longgar dan terlalu ketat, kecenderungan memberikan nilai tengah, bias 
perilaku terbaru. Penyelesaian dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu 
berorientasi pada masa lalu dan yang kedua penilaian yang berorientasi 
pada masa depan, sehingga Pejabat Penilai di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Medan tidak lagi melakukan kekeliruan dalam menilai 
prestasi kerja Aparatur Sipil Negara. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Patri Juari pada tahun 2018 dengan judul 
Analisis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Badan 
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitiannya yaitu 
implementasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Badan 
Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan. Namun 
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ada kendala, yaitu di mana kurangnya pemahaman sebagian kecil pegawai 
negeri tentang prosedur peyusunan Tujuan Kerja Pegawai dan Perilaku 
Kerja. Rekomendasi yang disarankan adalah untuk memberikan 
sosialisasi dan konsultasi dengan target yang tepat, mengenai persiapan 
Tujuan Kerja Karyawan dan Perilaku Kerja kepada pegawai negeri sipil 
yang tidak mengerti tentang peraturan tersebut. 
 
B. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara 
Upaya pencapaian mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum 
dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang professional, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan 
mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan 
publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat 
menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 
pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen 
ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam 
rekruitmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang 
15 
 
 
dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola 
pemerintahan yang baik. 
Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka (1) UU No 5 Tahun 2014 
menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja 
pada instansi pemerintah. PNS menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, 
adalah orang yang bekerja untuk Pemerintah atau Negara. Menurut 
Kranenburg PNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak 
termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota 
parlemen, presiden dan sebagainya
8
. 
Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi 
masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan 
pembangunan. Dalam hal ini kedudukan Pegawai Negeri menjadi sangat 
penting sebab lancar dan tidak lancarnya pemerintahan dan pembangunan 
Negara tidak terlepas dari peranan dan keikut sertaan Pegawai Negeri. 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya merupakan suatu 
mekanisme dan aktifis untuk mengisi formasi yang terluang. Kegiatan dan 
mekanisme tersebut meliputi perencanaan secara menyeluruh, pengumuman 
tentang proses pelamaran, pelaksanaan saringan baik tertulis maupun lisan. 
Adapun upaya untuk mengisi kekurangan formasi pegawai yaitu dengan cara 
pengangkatan pegawai yang baru
9
 
Pengaturan ASN tidak terlepas dari pengaturan kepegawaian negara 
yang telah berlangsung dalam perjalanan panjang yang dilakukan oleh 
                                                             
8 Sri Hartini, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika), hal 31 
9 Ahmad Ghufron, Hukum Kepegawaian Di Indonesia ,(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 4 
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pemerintah. UndangUndang yang selama ini menjadi dasar pengelolaan 
kepegawaian negara adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999. 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 ini diubah ke Undang-Undang No. 
43 Tahun 1999 dikarenakan pada saat masa pembuatan Undang-Undang No. 
8 Tahun 1974 suasana sistem politik dan sistem pemerintahannya otoriter dan 
sentralistik. Di zaman Orde baru sistem aparatur sipil dimasa itu sangat baik, 
tetapi tetap timbul kritikan dimana Undang-Undang No 8 Tahun 1974 
Tentang Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan seluruh 
aparatur birokrasi harus loyal kepada pemerintah dan partai pendukung 
pemerintah. 
Maka dari itu pada zaman reformasi di perbaharui Undang-Undang No 8 
Tahun 1974 menjadi UndangUndang No 43 tahun 1999. Undang-Undang ini 
dikoreksi total secara spesifik, namun menuai beberapa kelemahan dan jauh 
dari harapan, karena didalamnya Undang-Undang Kepegawaian zaman 
reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian 
Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani dan pada 
zaman ini seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama 
otonomi daerah.
10
 
Mengenai jenis pegawai ASN di Inonesia ada dua macam yaitu Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
                                                             
10 Sri Marmudji, Jurnal HAN Sektoral Aparatur Sipil Negara,2011, hal 1 
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dan juga diatur pada Pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana pegawai ASN 
terdiri atas PNS dan PPPK. Pada pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu: 
a. PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a merupakan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara 
nasional. 
b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian 
kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan 
instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang. 
 
C. Tinjauan Tentang Fungsi Dan Wewenang Aparatur Sipil Negara 
Fungsi Aparatur Sipil Negara dilihat dari Jenjang, fungsi, serta jumlah 
pangkat suatu Jabatan yang tersedia dalam masing–masing satuan organisasi 
dan harus selalu diperhatikan dalam penentuan formasi, sehingga dengan 
demikian dapat diketahui kepangkatan dan jabatan yang sehat. Kedudukan 
ASN berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 diatur dalam pasal 8 dimana ASN 
berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara. UU No.5 Tahun 2014 
menerangkan juga tentang Fungsi, Tugas, dan Peran dari ASN diatur dalam 
BAB IV Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12
11
 
                                                             
11 Undang–Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 
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Sebagai Aparatur pemerintahan ASN mempunyai salah satu peran yang 
penting dalam tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara dalam 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional melalui 
pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Aparatur Sipil Negara 
melakukan perannya sebagai aparatur pemerintah dengan memberi pelayanan 
publik. Aparatur Sipil Negara yang memberikan pelayanan publik kepada 
masyarakat adalah Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan diinstansi 
pemerintahan yang ada, salah satunya seperti di kantor kelurahan. Pelayanan 
publik yang diberikan Aparatur Sipil Negara yang di tempatkan di kantor 
kelurahan salah satunya adalah pelayanan administrasi. 
Pengertian kewenangan secara umum berdasarkan kamus besar Bahasa 
Indonesia yang di maksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan 
yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. 
 
D. Tinjauan tentang Prestasi Kerja 
Rivai dan Sagala menyatakan bahwa penilaian kinerja merupakan 
kegiatan para manajer untuk membandingkan kinerja karyawan dengan 
standar-standar yang telah ditentukan sehingga para manajer dapat menuntut 
hasil-hasil yang diinginkan serta mengambil tindakan-tindakan korektif 
terhadap kinerja yang kurang
12
. Selain itu, penilaian kinerja merupakan upaya 
                                                             
12 Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala.  2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk. 
Perusahaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal 67 
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sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang 
nyatanya dicapai dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi
13
.  
Dessler) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai kegiatan 
mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan/atau di masa lalu relatif terhadap 
standar kinerjanya. Berdasarkan pendapat para pakar tersebut dapat 
disimpulkan, penilaian kinerja adalah kegiatan atau upaya sadar manajer 
untuk mengevaluasi (mengukur dan membandingkan) kinerja karyawan saat 
ini dan/atau di masa lalu yaitu hasil yang nyata dicapai, dengan standar yang 
telah ditentukan yaitu hasil yang seharusnya dicapai agar manajer dapat 
menuntut hasil yang diinginkan dan mengambil tindakan korektif terhadap 
kinerja yang kurang dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
14
. 
Dessler menyatakan ada beberapa alasan untuk menilai kinerja pegawai, 
yaitu
15
: 
Pertama, penilaian kinerja memainkan peran yang terintegrasi dalam 
proses manajemen kinerja ; jika anda menterjemahkan tujuan strategis 
pengusaha ke dalam tujuan spesifik, kemudian melatih para karyawan tetapi 
tidak meninjau kembali kinerja karyawan secara berkala, hal itu hanya 
memberikan sedikit manfaat. Kedua, penilaian memungkinkan atasan dan 
bawahan menyusun sebuah rencana untuk mengoreksi semua kekurangan 
yang ditemukan dalam penilaian dan untuk menegaskan hal-hal yang telah 
dilakukan dengan benar oleh bawahan. Ketiga, penilaian harus melayani 
                                                             
13
 Siagian, Sondang. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 87 
14 Dessler, Gary. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Indeks 
15 Ibid. hal 154 
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tujuan perencanaan karier dengan memberi kesempatan meninjau rencana 
karier karyawan dengan memerhatikan kekuatan dan kelemahannya secara 
spesifik. Akhirnya, penilaian hampir selalu berdampak pada keputusan 
peningkatan gaji dan promosi. 
Sebagi sebuah proses, penilaian kinerja (Perpormance apparasial) berarti 
mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan/atau dimasa lalu secara 
relatif terhadap standar kinerjanya. Pada initinya, penilaian kinerja selalu 
melibatkan proses penilaian kinerja (Performance apparasial process). 
Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan sesaat pada akhir periode penilaian 
saja, karena untuk menjaga obyektifitas penilaian, kegiatan penilaian kinerja 
hendaknya dilakukan setiap waktu. Proses penilaian prestasi kerja merupakan 
hal penting dalam penilaian, maka proses-proses penilaian harus dilakukan 
dengan mekanisme yang benar sesuai standar operasional presedur. Menurut 
Dessler proses penilaian kinerja ada tiga langkah yaitu mendefinisiakan 
pekerjaan, menialai kinerja, dan memeberikan umpan balik. 
Pendefenisian pekerjaan berati memastikan bahwa atasan dan pegawai 
yang bersangkutan setuju dengan kewajiban dan standar pekerjaan. Penilaian 
kinerja berrati membandingkan kinerja sessungguhnya dari bawahan dengan 
standar yang telah ditetapkan, ini biasanya melibatkan beberapa jenis formulir 
peringkat. Ketiga, biasanya penilaian kinerja membutuhkan sesi umpan balik. 
Disini, atasan dan bawahan mendiskuiskan kinerja dan kemajuan bawahan, 
dan membuat rencana untuk pengembangan apapun yang dibutuhkan. 
21 
 
 
Sebagai suatu proses penilaian kinerja pastinya melalui beberapa tahapan dan 
langkah. 
Hasil dari penilaian kinerja, selanjutnya dianalisa dan dikomunikasikan 
kembali kepada pegawai yang dinilai agar mereka mengetahui kinerjanya 
selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Evaluasi 
terhadap sistem penilaian kinerja yang telah dilakukan juga dilaksanakan 
pada tahap ini. Apakah penilaian kinerja tersebut sudah dapat mencapai 
tujuan dari diadakannya penilaian kinerja atau belum. Apabila ternyata 
belum, maka harus dilakukan revisi atau mendesain ulang sistem penilaian 
kinerja. 
Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan 
faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 
karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 
manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat 
bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, 
melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang 
bagaimana kinerja pegawai. Manajemen kinerja dikemukakan oleh Dharma 
bahwa
16
. 
Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan rangkaian yang 
dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan, peninjauan kinerja, penilaian 
kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. 
Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan.  
                                                             
16Dharma, Surya. 2011. Manajemen kinerja (Falsafah Teoridan Penerapannya), cetakan keempat. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 25 
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Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis 
dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan 
performansi SDM. Dalam manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai 
kontributor individu dan bagian dari kelompok di kembangkan melalui proses 
bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan dari 
pada instruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan (objectives), persyaratan 
pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan 
perencanaan pengembangan pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk 
dapat memperkuat budaya yang berorientasi pada kinerja melalui 
pengembangan ketrampilan, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki 
oleh SDM. Sifatnya yang interaktifini akan meningkatkan motivasi dan 
memberdayakan SDM dan membentuk suatu kerangka kerja dalam 
pengembangan kinerja. 
Manajemen kinerja juga dapat menggang partisipasi aktif setiap anggota 
organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran 
individu maupun kelompok sekaligus mengembangkan protensinya agar 
dapat mencapai sasarannya itu. Berdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja 
dapat dijadikan landasan bagi promosi, mutasi dan evaluasi, sekaligus 
penentuan kompensasi dan penyusunan program pelatihan. Manajemen 
kinerja juga dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan karier dan 
pengembangan pribadi SDM. 
Adapun fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu 
pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu 
23 
 
 
organisasi baik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga 
apa yang di alami pada saat ini tidak membawa pengaruh yang negatif bagi 
aktifitas organisasi pada saat ini dan yang akan dating. Ada beberapa syarat 
yang harus di penuhi oleh suatu organisasi agar berfungsi dan berperannya 
manajemen kinerja dengan baik, yaitu 
17
: 
a. Pihak manajemen organisasi harus mengedepankan konsep komunikasi 
yang bersifat multi komunikasi. Multi komunikasi artinya pihak 
manajemen organisasi tidak menutup diri dengan berbagai informasi yang 
masuk dan mengkomunikasi berbagai informasi tersebut namun tetap 
mengedepankan konsep filter information. 
b. Perolehan berbagai informasi yang di terima dari proses filter information 
di jadikan sebagai bahan kajian pada forum berbagai pertemuan dalam 
pengembangan manajemen kinerja terhadap pencapaian hasil kerja dan 
sebagainya. 
c. Pihak manajemen suatu organisasi menerapkan sistem standar prosedur 
yang bersertifikasi dan oleh lembaga yang berkompeten dalam bidangnya. 
d. Pihak manajemen organisasi menyediakan anggaran khusus untuk 
pengembangan manajemen kinerja yang diharapkan. 
e. embuatan time schedule kerja yang realistis dan layak. Pembuatan time 
schedule kerja bertujuan agar tercapainya pekerjaan sesuai yang 
ditargetkan, manfaat dari time schedule kerja ini yaitu : pihak organisasi 
dapat menjadikan time schedule kerja sebagai salah satu acuan dalam 
                                                             
17 Moeheriono, 2011. Indikator Kinerja Utama. Jakarta: Rajawali Pers Hal. 57 
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melihat prestasi kerja ASN, para ASN dapat bekerja secara lebih focus dan 
bisa mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan timbul bahkan 
mereka bisa melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari 
waktu yang ditentukan. 
Konsep the right man and the right place atau menempatkan seseorang 
sesuai dengan tempatnya adalah salah satu kunci utama dalam menerapkan 
manajemen kinerja yang jauh dari konflik. Karena salah satu faktor 
munculnya konflik adalah menempatkan seorang ASN pada posisi yang tidak 
sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki, sehingga membuat ASN 
tersebut bekerja dengan motivasi yang rendah, dan ini lebih jauh mampu 
mempengaruhi pada menurunnya kualitas kinerja yang akan diperoleh. 
Standar kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu 
organisasi, dan merupakan pembanding (benchmark) atau tujuan atau target 
tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kerja yang baik harus 
realistic. 18 xxxii Dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas sehingga 
bermanfaat baik bagi organisasi maupun para karyawan
18
 
Menurut A. Dale Timple (1992:31), faktor-faktor kinerja terdiri dari 
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisisonal) yaitu 
faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya : kinerja 
seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan 
seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut tidak memiliki 
                                                             
18 Sedarmayanti. 2007.Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama. Hal 128 
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upaya-upaya untuk memperbaiki pekerjaannya. Menurut Prawirosentono  
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sebagai berikut 
19
: 
a. Efektivitas dan efisiensi 
Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik 
buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efesiensi. Dikatakan efektif 
bila mencapai tujuan, dan dikatakan efisien bila hal itu memuaskan 
sebagai pendorong mencapai tujuan. 
b. Otoritas dan tanggung jawab 
Wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan 
mendukung kinerja pegawai tersebut. Kinerja pegawai akan dapat 
terwujud bila pegawai akan dapat terwujud bila pegawai mempunyai 
komitmen dengan organisasinya dan ditunjang dengan disiplin kerja yang 
tinggi. 
c. Disiplin 
Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang 
ada pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan organisasi. 
Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat 
antara organisasi dan pegawai 
d. Inisiatif 
Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk 
ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi 
                                                             
19 Mangkunegara, AA. Anwar Prabu.2005. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: 
Refika Aditama Hal. 58 
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Ada beberapa metode penilaian kinerja yang sering dipergunakan 
diberbagai organisasi, secara umum ada empat (4) yaitu sebagai berikut 
(Dharma)
20
: 
a. Metode penilaian kategori 
Metode yang paling sederhana dalam penilaian kinerja adalah metode 
penilaian kategori, yang meminta seorang pemimpin memberi nilai untuk 
tingkat-tingkat kinerja aparatur sipil negara dalam formulir khusus yang 
dibagi dalam kategori-kategori kinerja. Penilaian kinerja dengan metode 
ini mempergunakan skala penilaian secara grafik dan selanjutnya diikuti 
checklist, tujuan checklist adalah agar penilaian menjadi lebih akurat dan 
terukur. Sedangkan penilaian grafik memberi kemudahan dalam melihat 
yang mana dari grafik tersebut memiliki tingkat pergerakan tertinggi, 
sedang, dan rendah. 
b. Metode perbandingan 
Metode perbandingan menurut para pemimpin untuk secara langsung 
membandingkan kinerja aparatur sipil negara mereka satu sama lain. 
Metode perbandingan ini bertujuan untuk melihat perbandingan dari satu 
aparatur sipil negara dengan aparaatur sipil negara yang lainnya 
c. Metode naratif 
Dalam metode ini para pemimpin bagian SDM diharuskan untuk membuat 
dan memberikan berbagai bentuk informasi yang bersifat tertulis tentang 
                                                             
20 Dharma. Op Cit. Hal 54 
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kondisi dan situasi dari berbagai kejadian dan tindakan yang dilakukan 
oleh para aparatir sipil negara. 
d. Metode tujuan/prilaku 
Pada metode penilaian perilaku ini melihat pada berbagai bentuk perilaku 
yang terjadi dan terlihat di setiap diri individu (ASN), seperti bagaimana 
melayani masyarakat (konsumen), bagaimana reaksi emosional individu 
dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul, bagaimana 
perilakunya dengan sesama teman sekerja, dan berbagai bentuk perilaku 
yang lainnya. 
 
E. Tinjauan tentang Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya pada bagian latar 
belakang penelitian ini, bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan 
program pemerintah yang termasuk di dalam unsur penilaian prestasi kerja 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebutkan dalam PP Nomor 46 tahun 
2011, dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ini memiliki bobot 60% dalam 
dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berarti 
bahwa hasil penilaian SKP ini akan disatukan dengan hasil penilaian  prilaku 
kerja yang memiliki bobot sebesar 40%, sehingga total  bobot maksimal 
dalam penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebesar 
100%, dan selanjutnya hasil penilaian tersebut akan dijadikan dasar dalam 
menentukan kenaikan pangkat serta tunjangan para guru yang bersangkutan. 
Program Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ini berjalan setelah diterbitkannya 
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Peraturan Kepala BKN No 1 Tahun 2013 tentang pelaksanaan PP Nomor 46 
tahun 2011. 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) merupakan suatu bentuk target kerja yang 
akan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan dalam 
kurun waktu selama satu tahun ke depan dimulai sejak awal disahkannya 
rancangan kerja yang telah disusun. Dalam penilaiannya, Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) ini akan dinilai langsung oleh atasan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang bersangkutan. Sehingga atasan tersebut dapat langsung menilai 
dan mengetahui kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut. Penilaian 
tersebut dilakukan dengan cara membandingkan target kerja atau kontrak 
kerja yang sebelumnya telah dirancang oleh seorang Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dengan realita pekerjaan yang telah berhasil dicapai dalam waktu satu 
tahun tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 bahwa 
penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dibagi dalam dua unsur yaitu : 
a. Sasaran kinerja pegawai yang melakukan pengukuran dari segi kuantitas, 
kualitas, waktu dan biaya 
b. Perilaku kerja yang diukur dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 
disiplin, kerja sama dan kepemimpinan 
Indikator Kinerja dalam SKP, Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
diwajibkan bagi seluruh pegawai negeri sipil/ASN yang dibuat setiap awal 
tahun anggaran (2 Januari) yang di dalamnya memuat kegiatan tugas jabatan 
dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat 
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nyata dan dapat diukur. SKP tersebut harus disetujui dan ditetapkan oleh 
Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja.  
Penentuan indikator kinerja pegawai didalam SKP idealnya merupakan 
indikator yang didasarkan pada pembagian habis beban kerja kepada masing-
masing pegawai pada sub bagian ataupun sub bidang dalam organisasi. 
Indikator kinerja pegawai tersebut harus mengacu kepada apa yang menjadi 
target capaian dari indikator kinerja sub bagian ataupun sub bidang 
organisasi. Begitu juga selanjutnya, bahwa indikator kinerja sub bagian/ sub 
bidang harus mengacu kepada target capaian indikator kinerja bagian/bidang 
dan sampai akhirnya mengacu kepada capaian target kinerja dari organisasi. 
Indikator kinerja dapat berupa indikator output maupun indikator outcome 
dan tetap harus memperhatikan capaian terhadap indikator yang telah disusun 
di dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi serta Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) baik indikatorsasaran maupun indikator kinerja 
(IK).Dengan diberlakukannya pengukuran indikator kinerja pegawai ini 
dalam SKP, diharapkan masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku pegawai negeri sipil/ASN. 
Pegawai akan berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk dapat 
mewujudkan target indikator kinerja dalam SKP. 
Selanjutnya dengan pelaksanaan SKP ini, akan dapat melihat kondisi ril 
masing-masing organisasi terhadap kuantitas dari personel pegawainya, 
apakah masih kekurangan atau kelebihan pegawai. Jika beban kerja telah 
dibagi habis kepada masing-masing pegawai berikut indikator kinerja 
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masing-masing namun masih ada pegawai yang tidak memiliki tugas, maka 
terdapat kelebihan pegawai di dalam organisasi tersebut dan begitu pula 
sebaliknya. 
Penilaian SKP dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran (31 Desember) 
dengan membandingkan capaian dan target indikator kinerja pegawai yang 
telah diperjanjikan di awal tahun/kontrak kerja dan ditambahkan dengan 
tugas-tugas tambahan lainnya. Penilaian akhir dari prestasi kerja adalah 
dengan caramenggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. 
Bobot nilai dari masing-masing adalah 60 persen bagi unsur SKP dan 40 
persen bagi unsur perilaku kerja.Semakin tinggi bobot, maka semakin tinggi 
pula tunjangan penghasilan yang didapat. Tentunya dengan pelaksanaan 
seperti ini, diharapkan pegawai dapat semaksimal mungkin bekerja sesuai 
target indikator kinerja yang telah disusun sehingga terciptanya prinsip 
keadilan, berlakunya reward dan punishment di mana siapa yang bekerja, 
akan mendapatkan lebih, bukan kerja tak kerja, penghasilan sama. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Menurut PP No. 46 
Tahun 2011 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil yang mengganti DP3 (Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014. PP 46 tahun 
2011 bertujuan agar penilain melalui DP3 yang selama ini hanya bersifat 
kualitatif dan subyektif, menjadi penilaian target-target yang jelas dan terukur 
melalui dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Tujuan peraturan baru 
tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai maupun instansi, namun 
sampai saat ini belum berjalan sesuai harapan. Terdapat beberapa masalah, 
salah satunya masih banyak pegawai yang belum mengerti mekanisme 
peraturan baru yang menggunakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan 
Perilaku Pegawai (PP), sehingga mereka belum bisa mengaplikasikan 
peraturan ini dengan baik. 
Dalam menghadapi perkembangan global, Pemerintah dituntut untuk 
memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten, profesional dan 
berintegritas agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat. Setiap Instansi berkepentingan terhadap kinerja terbaik yang 
mampu dihasilkan oleh rangkaian sistem yang berlaku dalam organisasi. 
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Sumber daya manusia yang berkinerja baik akan memudahkan organisasi 
mencapai visi, misi, dan tujuannya.  
Faktor sumber daya manusia ini merupakan elemen yang penting 
diperhatikan oleh organisasi, karena sumber daya manusia dengan kinerja 
yang baik diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik 
maka akan sulit bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.1Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor 
kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah 
keterampilan dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun 
perilaku kondusif pegawai untuk mendapatkan kinerja terbaik 
Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia 
dalam organisasi adalah menilai kinerja pegawai. Evaluasi kinerja merupakan 
bagian esensial dari manajemen, khususnya manajemen sumber daya 
manusia. Evaluasi kinerja pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana kadar profesionalisme pegawai serta seberapa tepat pegawai telah 
menjalankan fungsinya. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai dan 
mencari jenis perlakuan yang tepat sehingga pegawai dapat berkembang lebih 
cepat sesuai dengan harapan. Ketepatan pegawai dalam menjalankan 
fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi 
secara keseluruhan. Selain itu, hasil penilaian kinerja pegawai akan 
memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai. 
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Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem 
prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi 
kerja, maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi 
pada peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS. 
SKP merupakan salah satu dari dua unsur penilaian prestasi kerja yang 
diatur dalam PP 46 tahun 2011, unsur lainnya adalah Perilaku kerja yang 
berupa penilaian atas tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh 
PNS atau sikap untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 46 tahun 2011 
mensyaratkan bahwa setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana 
kerja tahunan instansi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. SKP 
memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun 
waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Sementara untuk 
penilaian perilaku kerja terlihat masih bersifat subyektif seperti DP3. Dalam 
Penilaian Prestasi Kerja, kedua unsur diprosentase-kan dengan 60% SKP dan 
40% untuk Perilaku kerja. Memperhatikan uraian 6 subunsur dalam unsur 
penilaian perilaku kerja yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, 
disiplin, kerjasama dan kepemimpinan yang masih bersifat kualitatif dan 
subyektif. 
Sasaran kinerja pegawai merupakan kegiatan tugas jabatan dan target 
yang harus dicapai oleh seorang pegawai PNS dalam kurun waktu tertentu 
penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, yang disusun dan disepakati 
bersama antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 
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Nyata dan dapat diukur artinya kegiatan yang realistis dapat dilaksanakan dan 
hasilnya dapat dihitung dalam satuan angka, seperti jumlah, persentase dan 
lamanya waktu. Dalam menetapkan SKP, pejabat penilai harus 
mempertimbangkan usul bawahan dan waktu penyelesaian beban kerja unit 
organisasi. 
Kegiatan tugas jabatan adalah kegiatan yang wajib dilakukan dalam 
rangka pelaksanaan fungsi jabatan, sedangkan target adalah beban kerja yang 
akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Kegiatan tugas jabatan 
dan target tersebut harus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan 
(RKT) unit kerja dimana PNS bertugas. Artinya Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) yang dijabarkan menjadi Rencana Strategis 
(Renstra), dan kemudian menjadi Rencana Kerja Tahunan(RKT) Unit 
Organisasi, maka RKT itu kemudian harus dijabarkan menjadi rencana kerja 
tahunan pegawai secara individu yang disebut dengan Sasaran Kerja Pegawai 
atau SKP. 
Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan 
fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan 
jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. Tugas 
tambahan adalah tugas lain yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang 
bersangkutan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh 
pemimpin/pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, 
hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. Selain tugas tambahan, 
PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi 
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dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai 
bagian dari capaian SKP  
Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya 
kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggara 
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintah Negara. 
Dalam sistem kepegawaian nasional, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
mempunyai posisi penting untuk menyelenggarakan Pemerintahan. Sejalan 
dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 
sebagian wewenang di bidang kepegawaian diserahkan pada daerah yang 
merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. 
Secara umum tahapan Implementasi PP No. 46 Tahun 2011 adalah  
sebagai berikut 
1. Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan 
Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil 
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja 
dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. 
Selanjutnya pasal 20 dinyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas 
dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. 
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2. Melaksanakan amanat pasal 12 dan pasal 20 tersebut, Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja 
individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi 
manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja 
organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil 
dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan 
pengelolaan karier Pegawai Negeri Sipil, yang berkaitan dengan : 
a. Bidang Pekerjaan 
b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan. 
c. Bidang Penghargaan 
3. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara sistemik 
penekanannya pada pengukuran tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai 
atau tingkat capaian hasil kerja (output) yang telah direncanakan dan 
disepakati antara Pejabat Penilai dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai 
sebagai kontrak prestasi kerja. 
4. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil secara strategis diarahkan 
sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk 
mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian 
seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi 
prestasi kerja yang dievaluasi memang relevan dan secara signifikan 
berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan 
setiap individu Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 
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5. Untuk mencapai obyektifitas penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, 
diperlukan parameter penilaian sebagai ukuran dan standar penilaian hasil 
kerja yang nyata dan terukur dari tingkat capaian Sasaran Kerja Pegawai. 
Oleh karena itu penilaian prestasi kerja secara sistemik menggabungkan 
antara penetapan Sasaran Kerja Pegawai dengan penilaian proses 
pelaksanaan pekerjaan yang tercermin dalam perilaku kerja produktif, 
hasilnya direkomendasikan untuk dasar pertimbangan tindakan pembinaan 
dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. 
Menurut PP No. 46 Tahun 2011 penilaian Prestasi Kerja dilakukan 
berdasar prinsip : 
1. Objektif adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau 
penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai 
2. Terukur adalah penilain prestasi kerja yang dapat diukur secara kuantitatif 
dan kulitatif 
3. Akuntabel adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang 
4. Partisipatif adalah seluruh proses penilaian prsetasi kerja dengan 
melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai 
5. Transparan adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat 
terbuka dan tidak bersifat rahasia 
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Penilaian Prestasi Kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara 
penilaian Sasaran Kerja PNS dengan Penilaian Kerja. Penilaian Prestasi Kerja 
terdiri dari dua unsur : 
a. Sasaran Kerja Pegawai, adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai 
oleh seorang PNS yang memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang 
harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat 
diukur. 
b. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Bobot nilai unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 % 
Penilaian SKP meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 
a. Kuantitas adalah ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai. 
b. Kualitas adalah ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai 
c. Waktu adalah ukuran lamanya proses setipa hasil kerja yang dicapai 
d. Biaya, adalah besara jumlah anggaran yang digunakan setiap hasil kerja 
Penilaian perilaku kerja meliputi : 
a. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku PNS dalam memberikan 
pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, 
atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait,dan/atau intansi lain 
b. Integritas adalah kemampuan untuk bertidak sesuai dengan nilai, norma 
dan etika dalam organisasi 
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c. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap 
dan tindakan PNS untuk mewujudkan tuuan organisasi dengan 
mengutamakan kepentigan dinas daripada kepentingan diri sendiri, 
seorang, dan/atau golongan 
d. Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak 
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin 
e. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan seorang PNS untuk bekerja 
sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta 
instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang 
ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang 
sebesarbesarnya. 
f. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi 
dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan 
bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. 
 
B. Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Menurut PP No. 46 
Tahun 2011 Di BPKAD Kabupaten Tegal 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Pati dibentuk tahun 2008, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
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Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tegal merupakan penggabungan dari Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, Bagian Anggaran dan Perbendaharaan 
Setda Kabupaten Tegal, Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kabupaten 
Tegal, dan Sub Bagian Aset Daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan 
Setda Kabupaten Tegal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kabupaten Tegal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang dipimpin 
oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan visi dan misi BPKAD 
Kabupaten Tegal berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, 
pengelolaan keuangan dan penataan administrasi aset daerah yang diharapkan 
dapat menggali seoptimal mungkin potensi-potensi sumber daya yang 
dimiliki daerah, guna dapat membiayai pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, memberikan layanan secara cepat, tepat dan akuntabel 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga menunjang 
terwujudnyapemerintahan yang baik dan membantu penyelenggaraan 
pelayanan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada 
perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah secara berdaya guna 
dan berhasil guna juga melaksanakan penataan inventarisasi aset daerah 
sebagai bentuk kekayaan daerah. 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai azas otonomi dan 
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tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 
daerah. Upaya untuk  merealisasi tugas pokok tersebut diatas, maka Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal memiliki Visi dan 
Misi sebagai berikut :  
Visi : “Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang 
Akuntabel dan Transparan.”  Sedangkan misi Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Tegal adalah 
1.  Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang amanah, profesional, 
berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;  
2. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan baik dalam 
menyelenggarakan tugas Pemerintahan;  
3. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;  
4. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang 
efektif, efisien dan ekonomis;  
5. Mengembangkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabel. 
Tujuan yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :  
1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pemungutan 
pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak daerah, pengelolaan 
keuangan daerah dan aset daerah;  
3. Menggali potensi dan meningkatkan pendapatan daerah;  
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4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran 
keuangan daerah yang berbasis anggaran kinerja;  
5. Melakukan pengelolaan, penatausahaan keuangan dan aset daerah yang 
efektif, efisien dan ekonomis; 6 Mewujudkan laporan keuangan daerah 
yang transparan dan akuntabel. 
Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :  
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berkompetensi 
tinggi;  
2. Terpenuhinya tuntutan reformasi dibidang keuangan daerah dan aset 
daerah;  
3.  Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan pendapatan daerah;  
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak daerah;  
5.  Terwujudnya pengelolaan anggaran yang tepat waktu, transparan dan 
akuntabel;  
6. Tersusunnya kajian dan analisa pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
7.  Tercapainya penatausahaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
handal dan akuntabel;  
8. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;  
9. Terwujudnya pemanfaatan aset daerah secara optimal. 
Strategi yang diterapkan untuk menjamin terwujudnya efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 
1. Peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsive;  
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2. Meningkatkan kualitas dan peran aparatur dalam pemungutan pajak 
daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;  
3. Melaksanakan pemantauan lapangan untuk memperoleh data potensi pajak 
daerah;  
4. Penegakan hukum menuju kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;  
5.  Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset 
daerah yang transparan dan akuntabel;  
6. Pengembangan aplikasi SIMDA dalam penyusunan APBD yang berbasis 
anggaran kinerja untuk menunjang akuntabilitas dan responsibilitas;  
7. Melakukan sinkronisasi, validasi dan inventarisasi dalam rangka 
penatausahaan pengeloaan keuangan daerah yang akuntabel;  
8. Melakukan penatausahaan laporan keuangan daerah yang tepat waktu, 
transparan dan akuntabel. 
Kebijakan BPKAD Kabupaten Tegal pada prinsipnya merupakan satu 
rangkaian dengan proses perencanaan ke depan yang akan terus berlanjut 
secara kontinyu sampai tercapainya visi dan misi secara paripurna. Adapun 
arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :  
1. Meningkatan kualitas aparatur pengelola sumber pendapatan daerah, 
pengelola keuangan dan aset daerah;  
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal 
tentang pembayaran pajak daerah, pengelolaan keuangan daerah dan aset 
daerah;  
3. Menggali dan meningkatkan potensi sumber pendapatan daerah;  
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4.  Menyusun standar operasional dan standar pelayanan minimal dalam 
pembayaran pajak daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
5.  Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja;  
6.  Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 
transparan, akuntabel dan tepat waktu;  
7. Melakukan inventarisasi dan pengamanan aset daerah;  
8. Meningkatkan kesadaran dan kemitraan dengan stakeholder dalam 
pengelolaan dan penatausahaan aset daerah 
Secara umum penjelasan tentang membangun profesionalisme kerja 
seorang Aparatur Sipil Negara dapat di defenisikan oleh para ahli dan juga 
UU agar suatu prestasi dapat tercapai. Dimana prestasi tersebut akan menjadi 
salah satu syarat dalam penilaian kerja seorang pegawai Aparatur Sipil 
Negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budi Sukamto, S.IP 
dijelaskan bahwa: 
“Untuk konsep profesionalisme kerja di BPKAD yaitu pada intinya 
ASN yang bersangkutan itu menguasai pengetahuan di bidangnya, 
memiliki komitmen pada kualitas, memiliki dedikasi sebagai suatu 
bentuk pengabdian dari seorang ASN atas segala sesuatu yang menjadi 
tanggung jawabnya dalam rangka membantu/melayani masyarakat atau 
orang lain” 
  
Berikut ini adalah penejelasan dari profesionalisme kerja dalam 
penilaian kerja seorang pegawai Aparatur Sipil Negara seperti yang 
dijelaskan oleh bapak Budi Sukamto, S.IP. 
1. Menguasai pengetahuan di bidangnya 
Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam 
pengetahuannya dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugasnya secara 
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berdaya guna dan berhasil guna. Untuk dapat mengetahui 
penguasaanpengetahuan dibidangnya dapat ditelusuri melalui : 
a. Meningkatkan pengetahuan, Merupakan keinginan dan kesungguhan 
dari seorang ASN untuk selalu meningkatkan pengetahuannya agar 
dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam lingkungan 
kerjanya. 
b. Menguasai bidang tugas, Merupakan bentuk kesadaran dan 
kesanggupan yang mendorong dari seorang ASN untuk selalu 
memiliki tekad dan ketekunan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 
c. Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan, Merupakan keinginan 
dari seorang ASN untuk dapat melaksanakan tugasnya secara baik 
dan tepat waktu. 
2. Komitmen pada kualitas 
Sebagai rasa keterikatan untuk selalu meningkatkan kepandaian, 
kecakapan dan mutu pekerjaan dari seorang ASN agar dapat mendorong 
kinerja. Untuk dapat mengetahui komitmen pada kualitas dapat ditelusuri 
melalui: 
a. Memiliki kecakapan, Merupakan kepedulian ASN untuk selalu 
meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawabnya. 
b. Kesanggupan dalam bekerja, Sebagai rasa keterikatan dalam dirinya 
terhadap tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga 
dapat melaksanakan tugas dengan baik. 
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c. Selalu meningkatkan mutu kerja, Merupakan keseriusan dari seorang 
ASN untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal 
3. Dedikasi Sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang ASN atas segala 
sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka 
membantu/melayani masyarakat atau orang lain. Untuk dapat 
mengetahui dedikasi ASN dapat ditelusuri: 
a. Kebanggaan pada pekerjaan, Merupakan perasaan yang ada pada diri 
seseorang yang dapat menciptakan kepuasan apabila dapat 
melakukan pekerjaan yang baik. 
b. Tanggung jawab pada pekerjaan, Merupakan kecenderungan sikap 
dari seseorang untuk berani mengambil resiko atas pekerjaan yang 
telah dilakukannya. 
c. Mengutamakan pada kepentingan umum, Sebagai kecenderungan 
sikap dan keinginan yang kuat dari seseorang untuk selalu 
mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri 
sendiri/golongan 
4. Keinginan untuk membantu 
Sebagai suatu sikap seseorang yang mencerminkan kejujuran dan 
keihlasan dalam bekerja untuk membantu masyarakat. Untuk dapat 
mengetahui keinginan ASN untuk membantu masyarakat dapat ditelusuri 
melalui: 
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a. Kejujuran Merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang ASN 
untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang dibebankan kepadanya 
b. Keikhlasan Merupakan kecenderungan seorang ASN untuk 
melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara tulus. 
Dari teori-teori sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan, 
bahwa profesionalisme sangat diperlukan dikalangan Aparatur Sipil 
Negara, karena profesionalisme sangat berkaitan dengan kompetensi, 
yang ditandai oleh ciri-ciri meningkatkan pengetahuan, komitmen pada 
kualitas, dedikasi dan keinginan untuk membantu. 
Selain membahas mengenai profesionalisme kerja, bapak Budi 
Sukamto, S.IP menjelaskan pentingnya suatu kinerja.  
“Bahwa kinerja adalah penampilan hasil karya SDM dalam suatu 
organisasi. Kinerja merupakan penampilan individu maupun kelompok 
kerja SDM, yang memberikan penampilan hasil kerja sebaik mungkin 
kepada aparatur yang memangku jabatan fungsional maupun struktural. 
Tetapi tidak hanya aparatur yang memiliki jabatan fungsional maupun 
structural saja melainkan juga kepada keseluruhan jajaran SDM di 
dalam suatu organisasi” 
 
Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya SDM dalam suatu 
organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian 
kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja. Bila 
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, hal ini 
berarti pekerjaan itu berhasil dikerjakan dengan baik. Bila penilaian kinerja 
menunjukkan hasil di bawah uraian pekerjaan, hal ini berarti pelaksanaan 
pekerjaan tersebut kurang baik. 
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Dengan demikian penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses 
formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan 
atau untuk kerja seorang aparatur dan memberikan umpan balik untuk 
kesesuaian tingkat kinerja. Manajemen kinerja merupakan kajian ilmu yang 
membantu organisasi atau instansi Pemerintahan dalam mengelola SDM yang 
dimiliki organisasi atau instansi Pemerintahan agar menghasilkan kinerja 
yang prima. Memiliki ruang lingkup yang besar yang salah satu instrumennya 
adalah penilaian kinerja. 
Penilaian kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 
kemampuan aparatur untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang telah 
melaksanakan pekerjaannya secara keseluruhan. Sistem penilaian kinerja 
sangat diperlukan baik bagi aparatur maupun bagi organisasi swasta agar 
dapat menampilkan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi 
ketenagakerjaan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi 
atau instansi Pemerintahan. 
Hasil penilaian akan dibandingkan dengan pencapaian yang ditetapkan 
oleh Pejabat penilai di BPKAD Kabupaten Tegal, sehingga dapat 
memberikan tindakan antisipatif dan korektif dalam peningkatan kinerja. 
Pencapaian penilaian bersifat konsisten dan terukur, dimana aspek dan 
indikator penilaian merupakan penjabaran dari tugas masing-masing aparatur. 
Manajemen penilaian kinerja dikembangkan lebih lanjut sebagai alat 
peningkatan motivasi bagi para pelaku, dimana sistem penilaian mampu 
mengakomodir kedua belah pihak (antara penilai dan yang dinilai) atau 
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Pejabat penilai dan para aparatur di BPKAD Kabupaten Tegal, 
mengedepankan transparansi atas bidang yang dinilai, memberikan 
kesempatan atas penilaian diri sendiri, melaksanakan proses konsultasi dan 
pembinaan sehingga tindakan evaluatif dapat mempertemukan hasil penilaian 
dari masing- masing pihak. Penilaian kinerja akan dilakukan secara periodik, 
sehingga perkembangan kinerja pelaku dapat selalu dipantau. Seluruh hasil 
pemantauan kinerja di dokumentasikan menjadi sebuah dokumen penilaian 
yang penting bagi pegawai di BPKAD Kabupaten Tegal. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aripin S.Ip M.Si selaku 
Subag Umum dan Kepegawaian diperoleh informasi bahwa : 
“Sebagai pegawai, kami telah dibekali dengan berbagai macam 
pelatihan agar mampu menigkatkan kinerja yang baik dan profesional 
dalam bertugas. Kemampun kami dalam bekerja sesuai dengan bidang 
kami masing-masing. Jadi menurut kami, sebagai aparatur pemerintah 
kami memiliki kemampuan yang professional dalam bekerja melayani 
masyarakat”. 
 
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Anto Sediyadi, penulis 
mendapatkan informasi bahwa 
“Sebagai pegawai, kami dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas-
tugas kantor secara tepat waktu agar tidak ada pihak yang dirugikan, 
kami juga mendapatkan arahan-arahan dari atasan dalam bekerja. 
Menurut kami, PP No. 46 Tahun 2011 menuntut aparatur pemerintah 
memiliki keahlian profesi dalam meningkatkan kinerja dalam melayani 
masyarakat”. 
 
BPKAD Kabupaten Tegal  merupakan instansi yang melakukan 
kegiatan dibidang usaha pengelola keuangan dipimpin oleh Kepala badan 
yang berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Penerapan penilaian prestasi kerja ASN yang terdapat dalam PP No. 46 
Tahun 2011  sudah di terapkan kepada pegawai di kantor BPKAD Kabupaten 
Tegal. Pada dasarnya Aparatur Sipil Negara berprofesi sebagai pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dalam instansi pemerintah 
Sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, pasal 1 
ayat (2) berbunyi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Penilaian prestasi kerja pegawai di BPKAD Kabupaten Tegal juga 
menggunakan sistem yang terdapat di UU ASN. Sebagaimana dijelaskan oleh 
bapak Budi Sukamto sebagai kepala BPKAD Kabupaten Tegal bahwa 
penilaian prestasi kerja mereka dinilai dari menggabungkan antara penilaian 
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja pegawai BPKAD 
Kabupaten Tegal. Dari kedua unsur tersebut yaitu Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) dan perilaku kerja dengan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 
yaitu 60% dan perilaku kerja yaitu 40%. 
BPKAD Kabupaten Tegal dalam rangka meningkatkan mutu 
kinerjanya, maka di adakannya evaluasi kinerja aparatur setiap minggunya. 
Evaluasi kinerja ini di adakan untuk melihat sejauh mana aparatur BPKAD 
Kabupaten Tegal melakukan pekerjaan setiap minggunya, apakah ada 
peningkatan atau tidak. Kegiatan mengevaluasi kinerja aparatur ini dilakukan 
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untuk mengetahui sejauh mana peningkatan mutu pelayanan yang di kerjakan 
oleh para aparaturnya sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. 
Peningkatan kinerja aparatur BPKAD Kabupaten Tegal merupakan suatu 
keberhasilan dari pimpinannya dalam memperhatikan para aparaturnya. 
BPKAD Kabupaten Tegal mempunyai tanggung jawab yang sangat besar 
dalam mengerjakan tugas dan fungsinya. Para aparatur dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya masing-masing membuat acuan peningkatan kinerja 
yang optimal dan efisien yaitu berpedoman pada Visi dan Misi BPKAD 
Kabupaten Tegal. Peningkatan kerja yang di terapkan dalam pekerjaan 
masing-masing aparatur, menjadikan para aparatur dapat bekerja seefisien 
dan seoptimal mungkin  dalam melayani masyarakat. Pejabat penilai di 
BPKAD Kabupaten Tegal sangat menilai SKP pegawai agar pada saat 
Pejabat penilai menilai prestasi setiap pegawai dapat lebih 
mempertimbangkan hasilnya, yaitu seperti absensi dan surat perintah tugas. 
Absensi sangat di nilai dalam penilaian prestasi kerja di BPKAD 
Kabupaten Tegal karena kedisiplinan sangat membantu dalam penilaian. 
Setiap pegawai yang aktif dalam mengikuti kegiatan seperti rapat di berbagai 
kantor dinas lainnya dan juga tugas di lapangan, selain mendapatkan ilmu 
juga mendapatkan tunjangan berupa uang dan point untuk penilaian prestasi 
kerjanya. Tidak semua pegawai dapat melakukan kegiatan  tersebut, 
sebelumnya harus ada Surat Perintah Tugas (SPT) terlebih dahulu. Pejabat 
penilai di BPKAD Kabupaten Tegal terbagi 3 yaitu 
a. Kepala seksi 
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b. Kepala bisang 
c. Kepala Tata Usaha 
Dalam menilai prestasi kerja pegawai, ketiga pejabat penilai ini menilai 
pegawai yang aktif dalam melakukan kegiatan di BPKAD Kabupaten Tegal 
seperti rajin mengikuti rapat ataupun menjalankan SPT. Tata cara Pejabat 
penilai di kantor BPKAD Kabupaten Tegal melakukan penilaian, seperti 
pegawai menyerahkan hasil kerjanya ke kepala seksi masing-masing, Kepala 
seksi menyerahkan data/dokumen pegawai ke kepala bidang, Lalu 
data/dokumen penilaian kerja pegawai tersebut di proses ke Kepala Tata 
Usaha (KTU) atau sekretaris kepala dinas Dan terakhir hasil dari penilaian 
prestasi kerja tersebut di tandatangani oleh kepala BPKAD Kabupaten Tegal. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Pasal 1 
“Penilaian Prestasi Kerja pegawai negeri sipil adalah suatu proses penilaian 
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja 
pegawai dan perilaku kerja PNS”. Prestasi kerja merupakan hasil kerja nyata 
yang dicapai dari setiap satuan organisasi yang sesuai dengan perilaku kerja 
pegawai serta sasaran kerja pegawai tersebut. Berdasarkan pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 dalam Pasal 12 Ayat 
(1), mengenai Perilaku Kerja terdiri dari aspek: 
1. Orientasi pelayanan 
Orientasi Pelayanan adalah sikap perilaku kerja pegawai negeri sipil 
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain 
meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan instansi 
lain. Menurut observasi penulis telah memberikan hasil pelayanan yang 
baik terhadap pegawai atau yang dilayani. Hal tersebut dapat dilihat dari 
salah satunya gurauan antara pegawai dengan pegawai yang dilayani. 
Sehingga ketika wawancara dengan narasumber, bahwa “pegawai 
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pegawai lain yang 
dilayani, dengan memberikan informasi yang ditanyakan dan bercanda 
gurau untuk membuat suasana menarik”. Hasil wawancara dengan 
narasumber dan observasi di lapangan, maka dapat diketahui bahwa 
pelayanan yang diberikan oleh BPKAD Kabupaten Tegal  termasuk dalam 
kategori baik dan terus ditingkatkan. 
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2. Integritas 
Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, 
norma dan etika dalam organisasi. Suatu organisasi akan sulit untuk maju 
dan berkembang ketika integritas dari pegawainya buruk. Pegawai Negeri 
Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara dituntut untuk 
berintegritas tinggi untuk menunjang kinerja yang baik. Tentu saja 
integritas yang baik akan berdampak pada kepuasan masyarakat yang 
dilayani. Dengan tercapainya kepuasan masyarakat, maka organisasi 
tersebut mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan narasumber di lapangan dapat diketahui bahwa 
integritas pegawai negeri sipil di BPKAD Kabupaten Tegal  sudah baik 
sehingga perlu ditingkatkan agar mencapai hasil yang sangat baik. 
3. Komitmen 
Komitmen adalah kemauan dan kesanggupan untuk menyelaraskan 
sikap dan tindakan Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan tujuan 
organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada 
kepentingan seseorang, golongan dan diri sendiri. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi bahwa “pegawai negeri sipil komitmen untuk 
dapat menyelesaikan pekerjaan atau tupoksi saya dengan baik, dan dengan 
memberikan pelayanan yang baik kepada yang saya layani. Sehingga 
dapat diketahui bahwa, seluruh pegawai di BPKAD Kabupaten Tegal  
berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada yang 
dilayani untuk mewujudkan tujuan dari organisasi. 
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4. Disiplin 
Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati 
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak 
ditaati atau dilanggar maka dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi bahwa terkadang ada beberapa pegawai yang 
datang kurang tepat waktu, tetapi kalau misalnya jam pulang sudah 
waktunya pulang malah ada yang belum pulang sehingga sedikit 
mentoleransi dengan keterlambatan pegawai tersebut dan harus ada 
peningkatan lagi mengenai disiplin pegawai. Hasil observasi terlihat 
bahwa Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kabupaten Tegal  memiliki 
disiplin baik. Yang mana hasil observasi di lapangan seperti misalnya 
Bapak Khoirul Rosyadi tidak dapat masuk kantor dikarenakan sakit maka 
disertai dengan surat sakit, atau ketika pegawai ada urusan mendadak 
maka meminta izin dengan atasan baik itu kabid atau kasubid dengan 
alasan yang jelas 
5. Kerja sama 
Kerja sama adalah kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil 
untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dan unit 
kerjanya serta  instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 
tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil 
guna sebesar-besarnya. Kerja sama merupakan salah satu unsur penting 
dalam organisasi, dengan adanya kerja sama akan membuat suatu 
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organisasi akan semakin solid dan kompak dalam mencapai tujuan 
organisasinya. Dari hasil wawancara dan observasi terlihat bahwa kerja 
sama sudah baik dan sesuai dengan tupoksi kerja masing-masing, dan jika 
terjadi masalah atau ada hal yang kurang dimengerti dapat saling 
membantu dengan rekan-rekan lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa 
kerja sama yang dilakukan oleh pegawai di BPKAD Kabupaten Tegal  
sudah terlaksana dengan baik. Seperti dalam hal kecil hasil observasi, 
yaitu pegawai meminta bantuan kepada pegawai lain dalam melakukan 
print atau fotocopy berkas, atau mengantarkan berkas ke bagian tata usaha 
dan melakukan hal tersebut dengan senang hati. 
6. Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan Pegawai Negeri 
Sipil untuk dapat memotivasi dan mempengeruhi bawahan atau orang lain 
yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan 
organisasi. Tugas seorang pemimpin dalam penilaian prestasi kerja salah 
satunya adalah menjadi pejabat penilai yang memberikan nilai sesuai 
dengan prosedurnya. Dimana pemimpin yang menjadi pejabat penilai yang 
memberikan nilai prestasi kerja kepada pegawainya haruslah sesuai 
dengan aturan, sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011. Dimana pada Pasal 2 untuk menjamin objektifitas 
pembinaan yaitu, suatu kegiatan upaya dalam rangka pengembangan karir 
pegawai negeri sipil berdasarkan prestasi kerja sebagai berikut: objektif, 
terukur, akuntabel, partisipatif, trasnparan.  
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C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Aparatur 
Sipil Negara Menurut PP No. 46 
Dalam pelaksanaan penilaian kerja tentunya ada hambatan yang akan 
diterima oleh pegawai negeri sipil khususnya di lingkungan BPKAD 
Kabupaten Tegal  dengan diberlakukannya Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja 
Pegawai yang berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil. 
Adapun hasil wawancara dengan Subag Umum Dan Kepegawaian yang 
secara khusus membidangi Sasaran Kerja Pegawai mengatakan bahwa 
dengan target kerja dan realisasi kerja yang berbeda sehingga dalam 
pengisian dan penilaian pegawai ada individu yang kurang memahami 
mengenai pengisian SKP tersebut, karena SKP menjelaskan secara rinci 
sasaran yang harus dicapai pegawai, dalam pengisian SKP tidak semua 
pegawai memahami karena terbiasa dengan pengisian DP3 yang merupakan 
pola lama dan merasa pengisian SKP lebih rumit dari pada DP3. Pengisian 
SKP menggunakan komputer yang membuat beberapa pegawai kurang 
mengerti pengisiannya dan ada pegawai yang melakukan pengisian SKP pada 
akhir tahun saja. 
Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala BPKAD Kabupaten Tegal  
yang mengatakan bahwa masih ada sebagian kecil pegawai yang 
menganggap bahwa SKP sama dengan DP3 dan hanya ada perubahan nama 
saja. Namun dalam pengerjaannya masih terdapat pegawai yang belum 
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mengerti atau salah dalam pegerjaannya, padahal sudah pernah dilaksanakan 
sosialisai dan simulasi mengenai SKP tersebut. Namun dalam sosialisasi 
hanya sebagian dari undangan yang dapat hadir dalam sosialisasi tersebut. 
Kemudian tidak menyampaikan hasil sosialisasi atau sudah menyampaikan, 
tetapi ada beberapa pegawai yang kurang memahani pengisiannya. Sehingga 
banyak dari OPD lain yang salah dalam pengerjaannya. Hal tersebut 
diketahui saat pengumpulan berkas kenaikan pangkat, yang banyak SKP 
harus dikembalikan karena terjadi kesalahan seperti kesalahan tanggal, 
penilaian, target yang tidak sesuai dengan realisasi atau pun bahkan 
kesalahan nama. Hal tersebut dapat menjadi penghambat Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
informan dapat diketahui bahwa: Masih terdapat sebagian kecil dari pegawai 
negeri sipil yang masih kurang memahami tentang pengisian sasaran kerja 
pegawai dan perilaku kerja pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011; Adanya anggapan bahwa sasaran kerja pegawai dan 
perilaku kerja pegawai sama saja dengan DP3, hanya formalitas; dan 
Ketidaktelitian sebagian kecil pegawai negeri sipil mengenai pengisian 
Sasaran Kerja Pegawai menggunakan komputer; Adanya anggapan bahwa 
Sasaran Kerja Pegawai hanya diisi setiap akhir tahun atau pada saat kenaikan 
pangkat saja. 
Dalam mengatasi hambatan penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil 
Negara BPKAD Kabupaten Tegal membuat dua metode yaitu, pertama 
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penilaian yang berorientasi pada masa lalu dan yang kedua penilaian yang 
berorientasi pada masa depan yaitu: 
a. Ratiing scale 
Merupakan salah satu alat untuk memperoleh data yang berupa suatu 
daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri tingkah laku yang ingin diselidiki 
yang harus dicatat secara bertingkat 
b. Checklist 
Merupakan salah satu alat observasi yang ditunjukkan untuk memperoleh 
data berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati 
oleh penilai, dimana penilai dalam pelaksanaan observasi tinggal memberi 
tanda centang pada list faktor-faktor sesuai perilaku subjek yang muncul, 
dilembar observasi 
c. Metode peristiwa kritis 
Merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan 
penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat 
buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan-catatan ini 
disebut peristiwa-peristiwa kritis 
d. Metode penilaian lapangan 
Pada metode ini, atasan Pejabat Penilai turun ke lapangan dan membantu 
para penilai dalam menilai pegawai. Pejabat Penilai mendapat informasi 
khusus tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian Kepala Tata Usaha 
mempersiapkan evaluasi atas dasar informasi tersebut. Evaluasi dikirim 
kepada Pejabat Penilai untuk review perubahan, persetujuan dan 
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pembahasan dengan pegawai yang di nilai. Kepala Tata Usaha bisa 
mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan 
instansi 
e. Tes dan Observasi Prestasi Kerja 
Bila jumlah pekerjaan terbatas, peilaian prestasi kerja bisa didasarkan pada 
tes pengetahuan dan ketrampilan agar berguna tes harus reliable dan valid 
f. Metode Evaluasi Kelompok 
Yaitu metode ranking dimana Penilai ini membandingkan pegawai yang 
satu dengan pegawai-pegawai lain untuk menentukan siapa yang lebih 
baik, dan kemudian menempatkan setiap karyawan dalam urutan dari yang 
terbaik sampai terburuk dan grading dimana penilaian ini memisah-
misahkan atau menyortir para pegawai kedalam berbagai klasifikasi yang 
berbeda karena proporsi tertentu harus diletakkan pada setiap kategori 
yang ada. 
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BAB IV 
P E N U T U P 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 
2011 di BPKAD Kabupaten Tegal, sudah menerapkan sistem penilaian 
tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir. Dengan memberikan 
penilaian dengan sistem Sasaran Kerja Pegawai serta Prilaku Kerja kepada 
Pegawai Negeri Sipil di BPKAD Kabupaten Tegal, yang berbeda dengan 
sistem penilaian DP3 yang pernah dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. 
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penilaian Prestasi Kerja Pegawai 
BPKAD Kabupaten Tegal, antara lain adanya sebagian kecil pegawai yang 
masih berpola pikir bahwa Sasaran Kerja Pegawai sama dengan DP3 dan 
hanya formalitas saja, adanya pegawai yang melakukan pengisian Sasaran 
Kerja Pegawai pada saat naik pangkat, karena sebagai syarat atas kenaikan 
pangkat. Dan kurangnya pemahaman pegawai mengenai teknis 
penyusunan, yang mana dalam hal tersebut masih membutuhkan pegawai 
yang lebih mengerti dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran–saran 
yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian prestasi, yang bermaksud untuk 
memberikan masukan pada instansi yaitu : 
1. BPKAD Kabupaten Tegal harus tetap mempertahankan dan dapat 
meningkatkan pemahaman Pegawai Negeri Sipil terhadap penilaian 
kinerjanya sebagai acuan bagi atasan atau pejabat penilai dalam memberi 
nilai dan mengetahui hasil realisasi kerja dari target yang ditetapkan, 
untuk meningkatkan kualitas kinerja agar tercapai tujuan dari organisasi 
tersebut. Kemudian pemberian sosialisasi dan konsultasi mengenai 
penyusunan Sasaran Kerja Pegawai harus ditingkatkan, dan lebih tepat 
sasaran yaitu kepada pegawai yang belum atau kurang memahami tentang 
pelaksanaan penilaian prestasi kerja. 
2. Dapat di pahami bahwa penilaian prestasi kerja terhadap pegawai ASN 
seharusnya sudah di laksanakan seperti yang tertuang pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011. Tetapi ada 
kemungkinan besar kebanyakan instansi pemerintah di Indonesia memiliki 
prosedur penilaian kerja yang cukup sulit di gapai oleh para pegawai di 
Indonesia dan tidak sesuai dengan yang di terapkan dalam UU ASN. 
Sehingga pegawai ASN memiliki peluang untuk mendapatkan ratting 
yang rendah. Sebaiknya yang termuat dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 mengenai penilaian prestasi 
kerja ASN dapat lebih di jadikan acuan ataupun dorongan bagi para 
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pejabat penilai, atasan, atau yang memiliki kekuasaan wewenang tinggi 
agar pegawai ASN yang memiliki jabatan rendah dapat melaksanakan 
prestasi kerja dengan efektif dan efisien sesuai dengan yang di terapkan 
oleh Undang-Undang ASN. 
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